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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA BANDAR LAMPUNG

Oleh
DEVI ANES JUNILIA

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang terdapat peluang diadakan mediasi untuk
Peradilan di luar Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Akan tetapi Pengadilan
Tata Usaha Negara tidak menerapkan mediasi sebagaimana tertuang pada
PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empris atau
lapangan yang bersifat deskriftif. Data diperoleh dari sumber data primer yang
merupakan Pejabat-Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yaitu
meliputi: Ketua yang diwakilkan oleh Hakim, Wakil, 3 orang Hakim, Penitera,
Penitera Muda Perkara, Panitera Pengganti, dan Posbakum. Data diperoleh dari
sumber data sekunder yang merupakan buku-buku hukum, jurnal hukum dan
website. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara
dan dokumentasi kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis
dekskriptif dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto yang meliputi faktor
hukum, faktor penegak huku, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan
faktor kebudayaan. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif.

Peluang pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan belum terealisasikan di PTUN disebabkan faktor-faktor tolak ukur
efektivitas hukum belum terpenuhi. PERMA No 1 Tahun 2016 semua
menyinggung mengenai Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sehingga pintu
untuk PTUN menerapkan mediasi tertutup melalui PERMA No 1 Tahun 2016.
Hakim tidak dapat menerapkan mediasi di PTUN disebabkan hakim selalu
mempunyai prinsip bahwa hukum acara itu kaku (Rigid), tidak memungkinkan
adanya improvisasi dan disebabkan belum adanya tindak lanjut dari MA
mengenai peluang pada pasal 2 ayat (2) pada PERMA No 1 Tahun 2016. Sarana
atau fasilitas di PTUN tersedia seperti ruangan pemeriksaan persiapan, ruang
tamu terbuka, ruang media center, dsb, akan tetapi semua fasilitas di PTUN tidak
digunakan untuk mediasi. Faktor masyarakat sendiri yaitu masyarakat tidak
mengetahui isi dalam pasa 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016, dan masyarakat
atau para pihak yang bersengketa tidak mengetahui adanya mediasi di PTUN.
Kebiasaan yang sering terjadi yaitu para pihak melakukan perdamaian atau
mediasi di luar Pengadilan.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, PERMA No 1 Tahun 2016, Mediasi, PTUN
Bandar Lampung
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Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang Berlaku adil. (9) orang-orang beriman itu
Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah
hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
supaya kamu mendapat rahmat. (10) (QS. Al-Hujurat: 9-10)*

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro,
2005), 412
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang
menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum
(enforcement of law) dan keadilan (equality) berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.% Dalam negara hukum yang tunduk
kepada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berperan sebagai katup penekan
(pressure valve) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat.
Peradilan dapat juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan
keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang
berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the
truth and justice).?

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan bahwa
ketidakefektifan dan ketidakefesienan system peradilan di Indonesia. Hal ini
terbukti bahwa penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama mulai
dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
Disisi lain masyarakat Indonesia pencari keadilan membutuhkan penyelesaian

perkara yang cepat dan tepat bukan hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini

2 Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Surabaya: Kencana,
2008), 1.

% Yahya Harapan, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Ed. 2., cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 282.



tentu sangat bertentangan dengan asas penyelenggara kekuasaan kehakiman
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
pada Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan.*

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi tiga aspek, yaitu
sederhana berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan
penyelesaian suatu perkara. Cepat, berhubungan dengan waktu yang tersedia
dalam proses peradilan. Biaya ringan, berhubungan dengan keterjangkauan
biaya perkara oleh para pencari keadilan.> Dengan demikian tidak serta merta
hakim pengadilan memutuskan perkara hanya dalam hitungan waktu satu atau
dua jam. Namun keefektifan proses dalam berperkara sesuai dengan undang-
undang yang berlaku, dan tidak mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang
dibenarkan oleh undang-undang.

Alternative dispute resolution (alternative penyelesaian sengketa)
menjadi solusi yang dimiliki pengadilan dalam menyelesaikan sengketa
melalui jalur damai.® Alternatif penyelesaian sengketa ini bukan merupakan
hal yang baru, pertama kali diatur dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
pada Pasal 130 dan RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) Pasal 154.

Adapun isi kedua pasal tersebut adalah’:

* Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman” (2009).

® Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, dan Abdul Aziz, Hukum tata usaha negara
& hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011),
558.

® Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta:
PT Rajagrafindo Persada, 2011), 10-11.

" K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, cet. 4 (Jakarta Timur: Ghalia
Indonesia, 2016), 23—-24.



(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir,
maka Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha
mendamaikan mereka.

(2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu
akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan
melaksanakan perjanjian itu, akta perdamaian itu berkekuatan dan
dijalankan sebagai putusan yang biasa.

(3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

(4) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan
seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.

Jadi sebelum perkara dilangsungkan lebih lanjut, hakim yang

menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara. Upaya hakim untuk mendamaikan yang
dimaksud oleh Pasal 130 HIR tersebut bersifat imperative. Tidak boleh
diabaikan dan dilalaikan.® Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-
pihak yang bersengketa sebelum dilanjutkan kepada persidangan. Banyak
cara yang dapat dilakukan hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak,
tentunya degan menggunakan cara yang baik yang tidak bertentangan dengan
undang-undang dan sesuai kesepakatan para pihak yang berperkara, sehingga
para pihak tidak bosen dalam mengikuti proses mediasi dan terjadi
perdamaian sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama dan
melelahkan.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak

atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak

netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut

disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan

® Yahya Harapan, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Ed. 2., cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 292-293.



subtansial. Unsur-unsur esensial mediasi yaitu, mediasi merupakan cara
penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasrkan pendekatan mufakat
atau consensus para pihak, para pihak meminta bantuan pihak lain yang
bersifat tidak memihak yang disebut mediator, dan mediator tidak memilik
kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa
dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang
tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak
untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur
mediaisi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat
memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa. Tujuan dari mediasi yaitu untuk mengatasi
penumpukkan perkara, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan
melibatkan pihak ketiga yang impartial. Sehingga dapat terlaksananya asas
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.’ Proses mediasi penting untuk
para pihak menemukan titik tengah menyelesaikan perkara dengan lebih
efektif, melalui perdamaian atau perundingan antara para pihak yang
berperkara.™

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di
Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak

dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg MA memodifikasi mediasi kearah

® Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 12—14.
Harapan, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 297-298.



memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka MA menerbitkan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pertama kali MA menerbitkan SEMA
Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan diterbitkan
SEMA ini adalah membatasi perkara secara subtantif dan procedural. Maka
dari itu sangat ditekan bahwa mediasi bisa meminimalisir penumpukkan
perkara di pengadilan pada tingkat pertama.

Belum genap dua tahun usia SEMA No 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai,
pada tanggal 11 September 2003 MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.'* Pada konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa
PERMA diterbitkan, yaitu karena SEMA No 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
belum lengkap atas alasan belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke
dalam system peradilan secara memaksa namun hanya bersifat sukarela dan
akibatnya SEMA tidak mampu mendorong para pihak menyelesaikan
sengketa lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah beberapa tahun keberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum menampakkan hasil yang
signifikan, sesuai dengan tujuannya yaitu mengatasi penumpukkan perkara

dan keefektifan mediasi dengan cepat, murah, serta memberikan akses kepada

1 Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2012), 30.



para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.’> MA kemudian
mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Pada konsiderans huruf e dikatakan bahwa setelah dilakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata ditemukan beberapa permasalahan
yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga PERMA
No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perlu di revisi untuk
dapat lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di
Pengadilan.

Setelah beberapa tahun berlakunya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal untuk memenuhi
kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu
meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, sehingga untuk
menyempurnakan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada Pasal 1 angka 13 dan 14 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu dijelaskan bahwa yang dimaksud
pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan
umum dan peradilan agama, begitupun yang dimaksud pengadilan tinggi

adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan

12 Republik Indonesia, “Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (2003).



agama. Sehingga yang dimaksud isi pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) pada
PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu, pada
Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa PERMA hanya berlaku untuk mediasi
yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, dan pada Pasal 2 ayat (3)
yang isinya tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154
Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka maksud dari
kedua ayat tersebut adalah lingkungan peradilan agama dan lingkungan
peradilan umum.

Sedangkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan dijelaskan hal yang sama bahwa yang dimaksud pengadilan dan
pengadilan tinggi yaitu lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan
umum. Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun
2016 pada Pasal dua yaitu terdapat perubahan isi yang menerangkan bahwa
peradilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dapat
menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung sepanjang
dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam
PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang
menyebutkan bahwa™:

(1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah

Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik
dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

B Republik Indonesia, “PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan” (2016).



(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan
agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan
Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang
dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (2) di atas, maka dapat ditarik
makna bahwasanya dimungkinkan penerapan mediasi pada lingkungan
peradilan selain Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dengan demikian,
selayaknya Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat menyelenggarakan
mediasi. Hal ini dapat dimungkinkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan
kehakiman yang merupakan peradilan dalam lingkup publik, yang mempunyai
tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara.* Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan
dengan kenengan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu
perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi
abjek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
Dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan™:

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Y Tutik, Widodo, dan Aziz, Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata
usaha negara Indonesia, 574.

> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (2009).



konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.

10. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata
usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek di
Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah seseorang atau Badan
Hukum Perdata sebagi penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara
sebagai tergugat. Kemudian objek Peratun adalah surat keputusan tata usaha
negara (beschikking).*

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi
wilayah Kabupaten/Kota. Peneliti berkediaman di Provinsi Lampung yang
ibukota nya terletak di Kota Bandar Lampung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1994
tanggal 4 April 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh
Direktur Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara

yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu

wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung meliputi Provinsi

18 Tutik, Widodo, dan Aziz, Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata
usaha negara Indonesia, 574-575.
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Lampung dan Bengkulu, namun sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 dan diresmikannya gedung Pengadilan TUN
Bengkulu pada bulan Oktober 1998, maka wilayah hukum Pengadilan TUN
Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung.*’

Dengan ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui penerapan
mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, peneliti
mengkonfirmasikan dengan salah satu hakim di Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung yang bernama Irvan Mawardi, SH. MH.®

Adapun hasil prariset dan observasi di Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung dengan Irvan Mawardi, SH. MH vyaitu mediasi belum
diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, belum ada tempat khusus
dilaksanakan mediasi, tidak tersedianya mediator terdaftar sebagaimana di
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Ditambah lagi laporan tahunan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak terdapat pelaporan
adanya mediasi yang dilakukan.®™

Dalam hal ini peneliti mencari penelitian terdahulu yang relevan
dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, mayoritas penelitian terdahulu
mengkaji di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sedangkan yang
membahas di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sedikit atau dapat
dikatakan jarang yang membahas. Peneliti hanya menemukan satu penelitian

terdahulu yang sama-sama membahas mediasi di Pengadilan Tata Usaha

17 «“Sejarah PTUN Bandar Lampung,” diakses 28 Maret 2021, http:/ptun-
bandarlampung.go.id/?page_id=285.

'8 |rvan Mawardi, SH. MH, Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang mediasi
di PTUN Bandar Lampung, 30 September 2019.

19 Prariset dan Observasi di PTUN Bandar Lampung, 30 September 2019.
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Negara. Peneliti kemudian mengkaji penelitian terdahulu, yang dalam topik
ini ada penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Hervina Puspitosari
dengan judul Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah
Dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha
Negara.® Penelitian yang dilakukan tersebut penelitian yang membahas
tentang penyelesaian terjadinya sengketa dengan menggunakan asas peradilan
cepat biaya murah melalui mediasi. penelitian terdahulu mengarahkan agar
membudidayakan peneyelesaian sengketa dengan cara mediasi pada kalangan
masyarakat Indonesia, dalam penyelesaian terjadinya sengketa terutama
dengan terjadinya sengketa tata usaha negara.

Penelitian terdahulu tersebut membahas secara umum Pengadilan Tata
Usaha Negara yang dibahas secara teoritis dan tidak terfokus pada satu lokasi
penelitian. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini membahas secara
khusus pada satu Pengadilan Tata Usaha Negara dan pada satu lokasi
penelitian yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Dari
uraian di atas peneliti bermaksud meneliti Respons Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung Terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di pengadilan, yang telah memberikan peluang untuk
Pengadilan diluar Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama untuk
dapat menerapkan mediasi di Pengadilan sepanjang dimungkinkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, ini

% Hervina Puspito, “Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah Dalam
Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara,” Ejournal Unsa vol 3
No 2 (2014).
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menjadi sinyal positif bagi lingkup peradilan untuk mengefektifkan mediasi di
Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian secara lebih mendalam terkait hal tersebut. Oleh karena itu peneliti
ingin mengkaji bagaimana Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang
akan dibahas adalah “Bagaimanakah Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas PERMA
No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN

Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian
a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab
pertanyaan penelitian dan memberikan sumbangan pemikiran kepada

masyarakat luas tentang Bagaimanakah Efektivitas PERMA No 1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar

Lampung.

b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat

mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan
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hukum tata negara, khususnya tentang Efektivitas PERMA No 1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar

Lampung.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan penelitian terdahulu yang
dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti. Penelitian terdahulu yang ditulis
oleh Hervina Puspitosari dengan judul “Mediasi dalam Rangka Asas Peradilan
Cepat Biaya Murah dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di
Peradilan Tata Usaha Negara”.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam
Peradilan Tata Usaha Negara terjadi keseimbangan antara kedudukan
penggugat dan tergugugat (pejabat tata usaha negara) karena diasumsikan
kedudukan penggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam posisi lebih
lemah dibandingkan tergugat yang selaku pemegang kekuasaan publik.

Dalam penyelesaian terjadinya sengketa tata usaha negara Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia belum memenuhi asas peradilan cepat biaya
murah, karena penggugat yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa di
Peradilan Tata Usaha Negara tetap harus membayar biaya untuk mengikuti
persidangan, leges, surat kuasa, legalisir bukti di Pengadilan serta biaya untuk
keperluan pencatatan gugatan dan waktu proses gugatan hinggat putusan
cenderung lama. Sehingga dalam kesimpulan penelitian terdahulu

mengarahkan agar membudidayakan peneyelesaian sengketa dengan cara
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mediasi pada kalangan masyarakat Indonesia, dalam penyelesaian terjadinya
sengketa terutama dengan terjadinya sengketa tata usaha negara.?

Penelitian terdahulu tersebut membahas secara umum Pengadilan Tata
Usaha Negara yang dibahas secara teoritis dan tidak terfokus dengan satu
lokasi penelitian. sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini membahas
secara khusus pada satu Pengadilan Tata Usaha Negara dan pada satu lokasi
penelitian yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, penelitian
ini menitikfokuskan bagaimana Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung,

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu secara praktik di lapangan.

2! Hervina Puspito, “Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah Dalam
Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara”, Ejournal Unsa Vol 3,
No 2 (2014).
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KERANGKA TEORI

A. Efektivitas Hukum
1. Pengertian Efektivitas Hukum
Efektivitas Hukum adalah kesesuaian anatara apa yang diatur dalam
hukum pelaksanaannya. Biasa juga karena kepatuhan masyarakat kepada
hukum sebab adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh
otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat.
Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bias dijalankan,
atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita
kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga
wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam persepktif
efektivitas hukum.*
Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam
penegakan hukum ada lima yaitu:?
a. Faktor Hukum
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

! Septi Wahyu Sandiyoga, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun
2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar,” Skripsi Universitas
Hasanuddin Makassar, 2015, 11.

2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), 5.



16

b. Faktor Penegakan Hukum
Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik,
tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencangkup perangkat
lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa
penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak
dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang professional. Maka
sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya
dengan peraturan yang aktual.
d. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat
atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.
Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan
hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan
hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator

berfungsinya hukum yang bersangkutan.
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e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan
konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik
sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena
menjadi hal pokok dalam penegakkan hukum, dan sebagai tolak ukur dari
efektivitas penegakkan hukum. Dari lima faktor penegakkan hukum
tersebut faktor hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

2. Efektivitas Bekerjanya Hukum

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya
suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka
pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut
benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori
hukum dapat dibedakan antara tiga macam hal vberlakunya hukum
sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono
Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa:®
a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila
berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila

menunjukkan hubungan keharusan anatar kondisi dan akibatnya.

% Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: Remadja Karya,
1987), 23.
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b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut
efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah
tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.

c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan
cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau
efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi tiga unsur tersebut, sejalan
dengan hal tersebut.

B. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan
menggunakan proses perundingan atau musyawarah kedua belah pihak, yang
dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan serta
berkeadilan.*

Mediasi merupakan cara untuk meningkatkan jaringan masyarakat
terhadap keadilan sekaligus penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan
biaya murah. Mediasi mendorong para pihak untuk menempuh proses
perdamaian dengan melakukan mediasi sebagai prosedur berperkara di
Pengadilan. Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dapat
diperkuat dan dioptimalkan dengan prosedur mediasi di Pengadilan yang

menjadi bagian hukum acara perdata.”

* Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 13.
> Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Mediasi salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang
dilakukan di luar Pengadilan. Mediasi juga dapat mengantarkan para pihak
dalam mewujudkan kesepakatan berdamai yang permanen dan lestari, dan
mengingat proses penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua
belah pihak dengan kedudukan yang sama, tidak ada salah satu pihak yang
dibedakan ataupun tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan dan
dikalahkan.®

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak, para pihak
meminta bantuan pihak lain yang tidak ada hubungan kerabat atau pekerjaan
dengan salah satu pihak atau dapat dikatakan pihak lain yang tidak memihak
salah satu pihak yaitu disebut Mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan
untuk memutus perkara sengketa, tetapi mediator hanya membantu para pihak
yang bersengketa untuk mendapatkan titik tengah dalam mencari penyelesaian
yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa.’

Mediator sebagai pihak lain yang membantu pihak pihak yang
bersengketa dituntut untuk dapat mengedepankan negoisasi yang bersifat
kompromis, mediator juga dituntut untuk memiliki keterampilan khusus yaitu
keterampilan mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang
bersengketa, keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang disengketakan para

pihak, keterampilan untuk membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan

61 Komang Wiantara, ‘“Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,” Jurnal Magister Hukum
Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 4 (31 Desember 2018): 456.

" Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 13.
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sengketa yang hasilnya sama-sama menguntungkan para pihak yang

bersengketa, keterampilan tawar menawar secara seimbang kepada para pihak

yang bersengketa, dan keterampilan dalam membantu para pihak yang
bersengketa untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang
disengketakan para pihak.?

Beberapa sifat khusus yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:

1. Mediasi sifatnya wajib kecuali pada sengketa yang penyelesaiannya
melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan
komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup atau kerahasiaan kecuali para
pihak yang bersengketa menghendaki lain.

3. Apabila mediatornya non hakim dan bukan pegawai pengadilan maka
Mediasi dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau diluar
pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, apabila mediator merupakan
hakim dan pegawai pengadilan maka mediasi harus dilakukan di ruang
mediasi pengadilan.

4. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi waktu yang
dibutuhkan dalam mediasi yaitu 30 hari.

5. Pertimbangan untuk dapat melanjutkan proses mediasi yaitu dilihat dari

itikad baik para pihak yang bersengketa, atau mengakhirinya dengan

® Heru Susanto dan Nursyamsu, “Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu),”
Bilancia vol 11 No 2 (Juli 2007): 305.
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menolak gugatan disebabkan para pihak yang bersengketa tidak beritikad
baik.

6. Sertifikasi mediator, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi mendorong lahirnya para mediator-mediator profesiaonal dengan
adanya sertifikasi mediator. Mediator dituntut wajib memiliki sertifikat
mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

7. Tugas dan tanggung jawab mediator bersifat prosedural dan fasilitatif.
Tugas dan tanggung jawab mediator tertuang dalam ketentuan Pasal 14
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

8. Pengulangan mediasi, pada Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi memberikan kewenangan kepada hakim
pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak yang bersengketa
supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada
tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara sengketa
dimulai.’

C. Pengadilan Tata Usaha Negara
1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu, menentukan,

dan memutuskan sesuatu, kewenangan dapat disebut juga dengan

® Susanto dan Nursyamsu, 307—308.
1 Wiantara, “Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,” 460-461.
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kompetensi atau kekuasaan.' Kompetensi dari suatu pengadilan untuk
memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berkaitan dengan
jenis dan tingkatan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibedakan
menjadi dua yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

Cara untuk dapat mengetahui kompetensi pengadilan yaitu dapat
dilihat dari pokok sengketa yang diperkarakan, melakukan pembedaan
atribusi, dan melakukan pembedaan atas kompetensi relatif dan
kompetensi absolut.

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan adalah memeriksa
atau mengadili perkara berdasarkan daerah hukum yang menjadi
kewenangannya, Vyaitu mengatur kekuasaan atau kewenangan
mengadili antara pengadilan yang serupa berdasarkan pada tempat
tinggal tergugat.

Kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal
54 UU No 5 Tahun 1986 meliputi:
1) Tempat kedudukan tergugat, yaitu tempat kedudukan secara nyata

atau tempat kedudukan menurut hukum.

2) Jika pihak tergugat lebih dari satu pejabat atau badan tata usaha

negara, maka gugatan penggugat diajukan ke pengadilan yang

! Ernawati Warida, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Bmedia, 2017), 146.
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daerah hukumnya meliputi salah satu kedudukan tergugat yang
merupakan pejabat atau badan tata usaha negara.

3) Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum
pengadilan tempat kedudukan penggugat, gugatan dapat
disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat
kedudukan penggugat untuk dapat diteruskan kepada Pengadilan
yang bersangkutan.

4) Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang yaitu
pengadilan daerah kedudukan hukumnya penggugat, pada sengketa
tata usaha negara tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah
maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara tempat penggugat berdomisili.

5) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar
negeri.

6) Apabila penggugat berkedudukan di luar negeri dan tergugat
berkedudukan di dalam negeri, gugatan diajukan kepada
Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.*2

b. Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut dalam sebuah Pengadilan yaitu berkaitan

dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili

12 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di
Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 47-49.
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suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketa.®™
Kompetensi absolut merupakan wewenang badan pengadilan dalam
memeriksa jenis perkara tertentu yang secara multak tidak dapat
diperiksa oleh badan peradilan lain.

Kompetensi absolut adalah sengketa tata usaha negara yang
timbul dalam bidang tata usaha negara sengketa antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara. Dalam Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah
sebagai akibat dikeluarkan nya keputusan tata usaha negara termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.®

3 Yusrizal, Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Aceh: Unimal Press,
2015), 20.

14" Zurkarnaen dan Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di
Indonesia, 46.

> Tutik, Widodo, Dan Aziz, Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara Indonesia, 582.
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Menurut Soegeng Prijodarminto, sengketa kepegawaian
merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian oleh badan atau
pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban atau
pembinaan pegawai negeri sipil. Sengketa kepegawaian terjadi tidak
hanya pada pegawai negeri sipil, tetapi terjadi juga di lingkungan
kepolisian RI.*

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar lahirnya
sengketa tata usaha negara. Dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 3 merumuskan
Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.'’

2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki ciri khas jika dibandingkan
dengan peradilan pada umumnya, terutama terkait dengan prinsip atau asas
dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Asas hukum acara

Peradilan Tata Usaha Negara dikenal juga sebagai landasan normatif

16 Zurkarnaen Dan Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di
Indonesia, 47.

7 Tutik, Widodo, Dan Aziz, Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara Indonesia, 582.
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operasional hukum.'® Asas hukum yang berlaku dalam Peradilan Tata

Usaha Negara yang bersifat khusus yaitu sebagai berikut:

a. Asas praduga rechmatig, asas ini menganggap bahwa setiap tindakan
harus dianggap rechmatig atau benar sampai ada keputusan yang
membatalkannya. Dalam asas praduga rechmatig, gugatan tidak
menunda pelaksanaan dari keputusan tata usaha negara yang telah
dikeluarkan dan menjadi objek gugatan atau menjadi objek yang
disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari pihak
penggungat.

b. Asas pembuktian bebas (vrij bewijs), yaitu asas yang menentukan
bahwa hakimlah yang menetapkan beban pembuktian.

c. Asas keaktifan hakim (dominus litis), adanya asas ini untuk
mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat
tata usaha negara yang berhadapan dengan penggugat yang merupakan
rakyat biasa atau badan hukum perdata.

d. Asas putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat (erga
omnes). Meskipun substansi gugatan penggugat bersifat perdata, tetapi
sengketa tata usaha negara merupakan sengketa hukum publik
sehingga putusan pengadilan berlaku untuk siapa saja, tidak hanya

berlaku untuk para pihak yang bersengketa saja.™

18 Tutik, Widodo, dan Aziz, 571.
19 Zurkarnaen Dan Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di
Indonesia, 103.
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Selain empat asas di atas, terdapat asas lain yang diterapkan di

Peradilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan lainnya yaitu®

a.

Asas para pihak harus didengar (audi et alteram pertem), para pihak
mempunyai kedudukan yang sama.

Asas kesatuan beracara dalam perkara yang sejenis, baik pada
pemeriksaan di Peradilan judex facti maupun kasasi dengan Mahkamah
Agung sebagai puncaknya.

Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka
dari berbagai macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara
langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mempengaruhi
objektivitas putusan peradilan.

Asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini memberikan konsekuensi
bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan
hukum apabila dikemukakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat
paling bawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya pada Mahkamah
Agung.

Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan.
Asas ini menempatkan Pengadilan sebagai ultimum remedium sehingga

sengketa sebisa mungkin diselesaikan dengan upaya administrasi atau

20 Zurkarnaen Dan Mayaningsih, 104—105.
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musyawarah mufakat, jika belum puas atau belum menemukan titik
penyelesaian maka ditempuh upaya peradilan.?*

g. Asas objektivitas. Agar tercapainya putusan yang adil, hakim atau
panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.?

h. Asas peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya
murah.?

Semua atas tersebut diberlakukan dalam proses beracara di

Pengadilan Tata Usaha Negara saat penyelesaian sengketa tata usaha

negara di Pengadilan.

2! Republik Indonesia, “pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara” (1986).

22 Republik Indonesia, “pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

% Republik Indonesia, “pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” (1970).
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau
sosiologis. Istilah lain dari penelitian hukum empiris yaitu penelitian
hukum sosiologis atau disebut juga dengan istilah penelitian lapangan
(field reaserch). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang
didasarkan atas data primer yang datanya didapat langsung pada
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.®

Penelitian  lapangan  merupakan jenis  penelitian  yang
mengharuskan peneliti untuk dapat berperan aktif dalam mengamati lokasi
atau tempat penelitian, serta berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi
tempat penelitian data itu berada baik dalam penelitian yang berskala besar
maupun penelitian berskala kecil.? Jenis penelitian hukum sosiologis atau
penelitian hukum empiris diimplementasikan pada efektivitas hukum yang
sedang berlaku atau penelitian terhadap penelitian hukum.?

Penelitian hukum empiris atau sosiologis atau lapangan bertitik

tolak pada data primer. Dalam penelitian ini mengarah pada Efektivitas

! Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

2 Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan, Desain Penelitian Kualitatif Sastra
(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39.

% Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi
(Bandung: Alfabeta, 2017), 32.



30

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di
PTUN Bandar Lampung.
2. Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan merupakan suatu
pemahaman terhadap makna perilaku dari individu maupun kelompok,
begitupun penggambaran terhadap masalah sosial atau kemanusiaan.*
Peneliti mendeskripsikan sebuah obyek, fenomena atau suatu kejadian
sosial yang kemudian dituangkan dalam tulisan penelitian ini yang bersifat
naratif. Artinya dalam penulisan data dan fakta yang dikumpulkan dalam
bentuk kata dan tidak berhubungan dengan angka.”

Peneliti menggunakan sifat penelitian kualitatif deskriftif, sehingga
data yang telah diperoleh terkait Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung akan
diuraikan dan dideskripsikan.

B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan sumbernya
langsung di lapangan yang mencangkup, lokasi penelitian atau tempat
penelitian, peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian, dan responden

sumber informasi dilokasi penelitian kepada peneliti, yang diperoleh

* Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), 25.

> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV
Jejak, 2018), 11.
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dengan cara wawancara, observasi, maupun angket (kuesioner).® Sumber
data primer dalam penelitian ini yaitu Ketua diwakilkan oleh hakim dan
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim, Panitera, Panitera
Muda Perkara, Panitera Pengganti, dan Masyarakat yang Diwakilkan oleh
Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara..
Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang erat hubungannya
dengan data primer, yang dapat membantu mempermudah menganalisis
dan memahami data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang
menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer.’
Data sekunder biasanya dari bahan bacaan yang diperoleh ataupun diambil
dari keperpustakaan.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu
peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi atau putusan hakim.
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif
yang artinya mempunyai otoritas.®  Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata

Usaha Negara

® Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 71.
’ Suratman dan Dillah, Metode Penelitian Hukum, 66.
® Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.
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3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 4 ayat (2)
4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) UU
No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang
membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum (skripsi,
tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,
dan komentar-komentar atas putusan hakim.’

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang
hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder
yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan
sebagainya.'® Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain:

1) Yusrizal. Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Aceh: Unimal Press, 2015

2) Zurkarnaen dan Dewi Mayaningsih. Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

3) Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional.

Surabaya: Kencana, 2008

® Zainuddin, 54.
19 Zainuddin, 54.
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4) Takdir Rahmadi. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui

Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

5) Jurnal-Jurnal Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian hukum empiris dipaparkan
dengan instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di
lapangan. Intrumen-intrumen itu meliputi studi dokumen (dokumentary
studies), wawancara (interview), pengamatan (observation), studi pustaka dan
kuesioner.™* Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara (interview) merupakan kumunikasi verbal yang
berupa tanya jawab yang diberikan secara verbal yang bertujuan untuk
memperoleh informasi dari informan di lokasi penelitian.** Secara umum
wawancara dilakukan secara berhadapan antara penanya dengan informan,
tetapi dapat dilakukan juga melalui media telepon atau alat komunikasi
lainnya. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara
langsung dari informan di lapangan mengenai hal-hal mengenai penelitian
yang diteliti di lapangan, sehingga data yang diperoleh valid.*®

Merujuk pada penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan
ditelusuri dari interview langsung dengan Ketua yang diwakilkan oleh

hakim dan Wakil, Hakim, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera

1 Suratman dan Dillah, Metode Penelitian Hukum, 107.
12'3. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 4.
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Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan
masyarakat atau para pihak yang bersengketa yang diwakilkan oleh
Posbakum PTUN Bandar Lampung. Dengan metode wawancara bebas
terpimpin yang merupakan gabungan dari metode wawancara terpimpin
dan metode tak terpimpin, maksud dari wawancara bebas terpimpin yaitu
pewawancara bebas menanyakan informasi mengenai penelitian tetapi
sesuai dengan pedoman pertanyaan mengenai topik yang dibahas dalam
penelitian.’* Informan untuk mendapatkan data atau informasi langsung
yaitu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang
berjumlah 9 orang yang terdiri dari Ketua diwakilkan oleh hakim dan
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 orang Hakim, 1 Orang
Panitera, 1 Orang Panitera Muda Perkara, 1 Orang Panitera Pengganti,
dan Masyarakat yang Diwakilkan oleh Posbakum di Pengadilan Tata
Usaha Negara.
2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa rekaman kejadian yang terjadi
dimasa lampau yang ditulis atau dicetak menjadi buku-buku harian, surat-
surat, dokumen pemerintahan maupun swasta, ataupun data-data lain
dilokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian.”

Metode dokumentasi menjadi keharusan dalam penelitian kualitatif untuk

14 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 117.
1> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), 201.
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dapat menguatkan suatu bukti penelitian dan lebih terjaminnya
wawancara.
Metode ini digunakan untuk dapat memperoleh informasi terkait
dokumen perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hukum acara di
Pengadilan Tata Usaha Negara, sejarah berdirinya Pengadilan Tata Usaha
Negara, struktur organisasi, lokasi penelitian dan lain-lain.
D. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan bentuk tindak lanjut proses pengolahan data
yang kerja seorang peneliti harus memerlukan ketelitian dan daya pikir yang
optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses
pengolahan kata, yang pada akhirnya peneliti dapat menentukan analisis yang
tepat untuk digunakan. Untuk menentukan data akan ke arah mana analisis
yang harus dilakukan, maka peneliti harus memiliki ketajaman pemikiran.'®
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif atau
penelitian lapangan yaitu dilakukan secara interaktif melalui data reduction
atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion
drawing/verification atau kesimpulan.'’
Data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis
deskriptif yaitu dengan menyajikan dan menafsirkan fakta fakta di lapangan
secara sistematik sehingga lebih mudah dalam memahami dan menyimpulkan.

Penggunakan analisis deskriptif dalam penelitian kesimpulan yang diberikan

16 Suratman dan Dillah, Metode Penelitian Hukum, 144-45.
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2017), 246.
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jelas dasar faktualnya sehingga semua akan dikembalikan langsung kepada
data yang telah diperoleh.'®

Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir
induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang
khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau
peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang
mempunyai sifat yang umum.*®

Data yang telah didapatkan dari responden dan kemudian dipilih dan
kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk dijadikan data yang valid sebelum
diambil kesimpulan dan diverifikasi. Maka dari itu dalam penelitian ini
peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yang mana dalam menarik
kesimpulan suatu data mulai dari hal yang sifatnya khusus (PTUN Bandar
Lampung) menuju ke umum (PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan) yang diambil dari narasumber mengenai Efektivitas
PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN

Bandar Lampung.

18 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tanggerang: UNPAM Press, 2018), 170.
19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1 (Jakarta: UGM, 2001), 42.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 April 1994
secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo,
S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi provinsi Lampung dan
Bengkulu, namun sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikannya
gedungPengadilan TUN Bengkulu pada bulan Oktober 1998, maka wilayah
hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung.*

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang
telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah, distribusi
kewenangan diantara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal.
Struktur organisasi merupakan pola formal mengelompokkan orang dan
pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai sub unit
organisasi yang sering digambarkan melalui bagan organisasi. Struktur

organisasi yaitu suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi,

! PTUN Bandar Lampung, “Sejarah PTUN Bandar Lampung,” https://ptun-bandarlampung.
go.id/?page_id=285 diakses pada 22 Juni 2021.


https://ptun-bandarlampung.go.id/?page_id=285
https://ptun-bandarlampung.go.id/?page_id=285
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pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang
dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali
dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi adalah keseluruhan dari
tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada sehingga
merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni diarahkan dan dikembangkan
secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal.
Dimana struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau
organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan
organisatoris, baik vertikal maupun horizontal, antar bagian maupun antar
individu. Dengan kata lain organigram memberikan gambaran tentang struktur
personalia, yakni penerapan individu pada posisi-posisi yang ada dalam suatu
organisasi. Hal ini dimaksudkan siapa yang memegang tampuk pimpinan dan

kepada siapa tugas, wewenang, tanggung jawab serta posisi diberikan.?

2 Nurlia, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan
(Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja), > Meraja Journal Vol 2, No 2 (Juni
2019): 53-54.
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Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

PHY YNVIMONY VRNV ASSIS ¥
NOXWI €

H'S ‘NIQIEY TYNIVZ QYNHY 2
‘I'S'VNILSNOVANNTY |

ST0Z unyej / "oN 14 Bunby yewRjyely ueiInjeiad ueiesepiag

NVMVYVISNd 7
SI¥YdISYY €

st MIINWONVIVNYYL T
.!.m._¢<m<._._m¢w:mz>w£”Z«ggmamzm..az«.v

TYNOISDNNA BVIVEVH

WON'S INIVHOONY WHIIVYY 2
L'SYNILSNOVIMA b d1S IMILYd YAAS YNINYIN

"L'S ‘ONYYHNS

H'S TaVHZYION 'SOS°S "HYWMNS VLSIHNA
NVHOQY AL NVd 13 YNVSHEIVIVI NVA ISYSINVDIO

H'S 1GUVYHAS NYINI 2
PNV 'RIOHWYA L

LLEVODRAL VIISNINr/vIIspaor

HIWN"H'S 'VINMYI0TE
H'S UMONNLIS WVHLY3E S "HW “H'S ILINVAGHIAON T
HS'THAN® "H'S 'YIWVINVONOSATIIIA L

FINVODNId VEALINV

HWH'S ILNVAIN3ASNA HNH'S LLYIN3N YOI

NVONVAIH KVA NOANO DVEEASYE

‘NYVNVONTIEL OVadNsSyR 'RVIVMVOIIIN DVEENSVH

"H'S "3'S ‘BIAVL AOVWINVHNIW

WOXOE VNN VIILINVG 'L3d VAVHNIL VAONR VIILIRVA

SRAVLIEAATS

'H'S 'DIGAVSNIN

HWH'S NYMYVA
VOLTH TIHAVA

AVMYT ONNOONVLSIHVD :

NVONVIILINA

‘HWHS IGYAWON 1031

H'S INVIWMNS 1LNd 0

H'S VIVHYNLYYINAHONY

H'S ILNVIHE3d ILNd

HNH'S LUNVITNWANYH ISNT
"H'S'INIGNY
HWH'S TV QYIWIHYHNN

UMW H'S TAVINYD NYMYANSIM 1030
H'S THLNd VHILSNA IIZIY

H'S "VHVINVSAN YINNSIN VHANI
HW“H'S 1aNG0AL3S *

R I RSN

ISVSINVOYO JdNLINAULS

ONNdWVYT dVANYE VIdVODIN VHVSN V1VL NVIIAVON3d




40

3. Alur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Gambar 4.2.
Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung
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Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan:®
a. Pembacaan Gugatan (pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan
dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika
tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk
mengajukan jawabannya.*

b. Pembacaan Jawaban (pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan
dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika
tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk
mengajukan jawabannya.’

c. Replik (pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya
sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak
merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oeh

hakim.®

® PTUN Jakarta “Proses Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN),” https://ptun-
jakarta.go.id/?page_id=975, diakses pada 22 Juni 2021.

* Republik Indonesia, “pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

> Indonesia.

® Republik Indonesia, “pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).


https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/tentang_pengadilan/kepaniteraan_perkara/Proses%20Alur%20Pemeriksaan%20Perkara%20Tata%20Usaha%20Negara%20(TUN).pptx
https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=975
https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=975
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d. Duplik (pasal 75 ayat (2) Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1986)
Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya
hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak
merugikan  kepentingan  penggugat dan hal tersebut harus
dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim.’
e. Pembuktian (pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)
yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai
berikut:®
1) Surat atau tulisan;
2) Keterangan ahli;
3) Keterangan saksi;
4) Pengakuan para pihak;
5) Pengetahuan hakim.
f. Kesimpulan (pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)
Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah
pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir
berupa kesimpulan masing-masing.’
g. Putusan (pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pembacaan putusan (pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)™

" Indonesia.

® Republik Indonesia, “pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

® Republik Indonesia, “pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

19 Republik Indonesia, “pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara” (1986).
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1) Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum;

2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu
putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang
salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang
bersangkutan;

3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Materi Muatan Putusan (pasal 109 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986)™

1) Kepala putusan yang berbunyi :” Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

2) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat
kedudukan para pihak yang bersengketa ;

3) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas ;

4) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang
terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;

5) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;

6) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara ;

7) Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera,

serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

1 Republik Indonesia, “pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).
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Amar Putusan (pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986)"
1) Gugatan ditolak;
2) Gugatan dikabulkan;
3) Gugatan tidak diterima;
4) Gugatan gugur.

B. Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan
hukum meliputi lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor
sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Beberapa tahun berlakunya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal untuk memenuhi
kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu
meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, sehingga untuk
menyempurnakan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*®

Pada pasal 1 angka 13 dan 14 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu dijelaskan bahwa yang dimaksud

pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan

12 Republik Indonesia, “pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).
B Republik Indonesia, “Konsideran butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (2016).
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umum dan peradilan agama, begitupun yang dimaksud pengadilan tinggi
adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan
agama. Sehingga yang dimaksud isi pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) pada
PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu,
pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa PERMA hanya berlaku untuk
mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan pada pasal 2
ayat (3) yang isinya tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan
PERMA merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan
atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka
maksud dari kedua ayat tersebut adalah lingkungan peradilan agama dan
lingkungan peradilan umum.*

Sedangkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dijelaskan hal yang sama bahwa yang dimaksud
pengadilan dan pengadilan tinggi yaitu lingkungan peradilan agama dan
lingkungan peradilan umum. Hal ini tertuang pada pasal 1 angka 14
PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun 2016
pada pasal dua yaitu terdapat perubahan isi sebelumnya dalam PERMA No
1 Tahun 2008 terdapat (4) ayat, pada PERMA No 1 Tahun 2016 pada pasal
2 menjadi (2) ayat. Perubahan isi pasal 2 ayat (2) dalam PERMA No 1
Tahun 2016 yaitu menerangkan bahwa peradilan di luar lingkungan

peradilan umum dan peradilan agama dapat menerapkan mediasi

4 Republik Indonesia, “PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”

(2008).
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berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung sepanjang dimungkinkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.®®

Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (2), maka dapat ditarik makna
bahwasanya dimungkinkan penerapan mediasi pada lingkungan peradilan
selain Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dengan demikian,
selayaknya Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat menyelenggarakan
mediasi. Hal ini dapat dimungkinkan dari ketentuan pasal 2 ayat (2)
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hukum acara PTUN tidak terdapat adanya mediasi, yang ada adalah
pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa
dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi
gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan hakim wajib
memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan
melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka 30 hari, dapat
meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan. Apabila dalam jangka 30 hari penggugat belum
menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa
gugtan tidak dapat diterima. Terhadap putusannya tidak dapat digunakan
upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.®

Pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok

!> Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
16 Republik Indonesia, “pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara” (1986).
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sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk
melengkapi gugatan yang kurang jelas. Rizki Yustika Putri, S.H yang
merupakan hakim PTUN Bandar Lampung menyatakan, bahwa:

Pemeriksaan persiapan yaitu untuk melengkapi gugatan agar
sempurna untuk dapat masuk pada persidangan terbuka, dalam
permeriksaan persiapan hakim tidak melaksanakan mediasi akan
tetapi hanya sebatas memberikan saran kepada para pihak untuk
menyelesaikan secara damai ataupun mediasi di luar pengadilan.
Saran yang diberikan tersebut hanya semata-mata mengarahkan para
pihak untuk memperoleh win-win solution, karena dalam sebuah
persidangan hingga tidak akan mendapatkan win-win solution
tersebut disebabkan dalam sebuah putusan akhir sudah jelas ada
pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Secara formil mediasi
tidak dapat diterapkan di acara persidangan PTUN, sehingga peluang
yang dimaksud dalam PERMA No 1 Tahun 2016 hanya dapat
dilakukan di luar Pengadilan.'’

Hakim hanya sebatas memberikan saran kepada para pihak untuk
menyelesaikan sengketa secara damai atau melaksanakan mediasi di luar
Pengadilan sehingga para pihak dapat memperoleh win-win solution, ketika
sudah mencapai perdamaian dan memperoleh win-win solution, maka para
pihak mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.'®

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya mediasi akan
tetapi PTUN hanya mengenal pemeriksaan persiapan, dan pada prakteknya
hakim hanya memberikan saran kepada para pihak untuk melaksanakan
perdamaian di luar pengadilan. Hal ini dilakukan karena hukum acara TUN

tidak mengenal alur penyelesaian sengketa seperti mediasi, kecuali hukum

acaranya diubah. PERMA No 1 Tahun 2016 diubah dengan mencantumkan

7 Rizki Yustika Putri, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas
PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

¥ Musaddig, S.H Panitera PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA
No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
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PTUN, atau Undang-Undang PTUN diubah dengan memasukan mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa di PTUN.Y “Bahasa
“memungkinkan” pada PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu kembali pada
aturan PTUN sendiri memungkinkan tidak mediasi di PTUN, dan bahwa
peraturan perundang PTUN belum ada yang menyinggung mediasi di
PTUN, sehingga tidak memungkinkan mediasi dilaksanakan di PTUN”
(Muhammad Ali, S.H).?

Sebelum memasukkan gugatan ke PTUN adanya upaya adminitratif
terlebih dahulu, yaitu menyatakan keberatan atas suatu keputusan yang
dikeluarkan atau ditetapkan.?! Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, tanggal 4
Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahwa dengan
adanya ketentuan tersebut bersifat wajib (mandatory) dan berlaku pada
semua sengketa TUN. Artinya semua sengketa TUN harus terlebih dahulu
menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan
banding administratif. Bahwa setelah menempuh (exhausted) upaya
administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, maka sengketa

tersebut dapat diajukan kepada PTUN.?

1% Dedi Wisudawn Gamadi, S.H.,M.Kn. Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang
Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

20 Muhammad Ali, S.H., M.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas
PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

2! Dedi Wisudawn Gamadi, S.H.,M.Kn. Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang
Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.

%2 Firzhal Arzhi Jiwantara, “Upaya Administratif Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi,”
Jatiswara 34, no. 2 (31 Juli 2019): 140-42.
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Andhy Martuaraja, S.H menyatakan, pasal 2 ayat (2) PERMA No 1
Tahun 2016 mengatur bahwa dimungkinkan diterapkan mediasi di luar
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, bisa penerapan mediasi tetapi
ada klausul syaratnya Sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-
undangan, dimungkinkan melaksanakan mediasi tetapi ada klausul
syaratnya adalah sepanjang dimungkinkan peraturan perundang-undangan.
Dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa prosedur mediasi
dimungkinkan diterapkan pada hukum acara PTUN. Dalam hukum acara
PTUN tidak ada satu pun yang memungkinkan diterapkannya prosedur
mediasi dilakukan, sehingga pasal 2 ayat (2) tidak bisa diterapkan di
Pengadilan Tata Usaha Negara.?®

Konsideran seluruh Undang-Undang terdapat tiga bagian dasar yaitu
menimbang, mengingat, menetapkan. Yang dimaksud menimbang vyaitu
landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa peraturan ini perlu ada.
Mengingat adalah dasar hukum sebelumnya Undang-Undang yang
mengharusnya mengamanatkan dibuatnya Undang-Undang ini.?* Dilihat
pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis PERMA No 1 Tahun 2016
tidak terdapat sama sekali yang menyinggung hukum acara di Pengadilan
Tata Usaha Negara akan tetapi semuanya menyinggung mengenai hukum
acara perdata (Peradilan Umum dan Peradilan Agama), sehingga dapat
dilihat bahwa pintu untuk Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerapkan

mediasi tertutup melalui PERMA No 1 Tahun 2016.

2 Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas
PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
 Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung.
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2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
belum memanfaatkan peluang dari PERMA No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Penegak Hukum di PTUN
Bandar Lampung patokan dalam beracara yaitu Undang-Undang Pengadilan
Tata Usaha Negara dan penegak hukum melihat dasar filosofisnya bahwa
kedudukan penggugat dan tergugat yang tidak seimbang yaitu antara orang
atau badan hukum perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Penegak hukum melihat bahwasanya pengkhusus an kata Pengadilan di
PERMA tertuju untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, dan
belum ada tindak lanjut dari Mahkamah Agung mengenai peluang pada
pasal 2 ayat (2) dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk Pengadilan Tata
Usaha Negara, sehingga peluang yang diberikan PERMA belum dapat
dimanfaatkan di PTUN Bandar Lampung.”®

Hakim bukan tidak mau memanfaatkan peluang pada PERMA No 1
Tahun 2016, tetapi hakim selalu punya prinsip bahwa hukum acara itu
bersikap kaku, tidak dimungkinkan adanya improvisasi, “beda jika hakim
membuat pertimbangan hukum atau putusan, itu bisa dengan kearifan
seorang hakim bisa melakukan penemuan-penemuan hukum” ujar Andhy
Martuaraja, S.H. Akan tetapi jika mengenai hukum acara itu Rigid (kaku)

sehingga majelis hakim tidak memanfaatkan karena hukum acaranya dari

% Yarwan, S.H., M.H. Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas
PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung, 8 Juni
2021.
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awal tidak memungkinkan.?® Ida Meriati, S.H, M.H menyatakan, bahwa
hakim tidak dapat melakukan suatu hal di luar dari pada hukum acara
Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak adanya aturan tindak lanjut dari
pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 untuk mediasi di Pengadilan
Tata Usaha Negara maka mediasi tidak diterapkan.?’

Viellyson Cartama, S.H menyatakan, bahwa kendala utama tidak
dapat menerapkan mediasi yaitu terletak pada aturan yang mengatur.
Peluang diberikan oleh PERMA akan tetapi tindak lanjut selanjutnya tidak
ada. Sehingga tetap saja mediasi tidak dapat diterapkan di PTUN Bandar
Lampung, jika dasar hukumnya hanya sebuah peluang di luar pengadilan
umum dan peradilan agama, tidak terdapat pernyataan khusus untuk PTUN
mengadakan mediasi. Maka peluang akan dialihkan hanya berupa saran
untuk dapat menyelesaikan secara damai atau mediasi di luar Pengadilan.?®

Jika melihat sengketa sejenis misalnya komisi negara yaitu Komisi
Ombudsman (pelayanan publik) dan Komisi Informasi, dalam Undang-
Undang Ombudsman dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
terdapat peraturan mediasi. Seharusnya PTUN dapat menerapkan mediasi
jika melihat dari sengketa TUN yang sejenisnya memilik peraturan tentang
mediasi. Hanya saja tidak ada aturan khusus dalam PERMA dan tidak

terdapat aturan mediasi dalam Undang-Undang PTUN, sehingga hakim

% Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas
PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.

2" |da Meriati, S.H, M.H Panitera Muda Perkara PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang
Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

%8 Viellyson Cartama, S.H Panitera Pengganti PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang
Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
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tidak dapat menerapkan mediasi. Andhy Martuaraja, S.H menyatakan,
bahwa tantangan dan kendalanya yaitu tidak ada aturan yang mengatur
sehingga harus dilakukan perubahan baik dari PERMA No 1 Tahun 2016
dan Undang-Undang PTUN. Jika telah diadakan perubahan maka hakim
dapat menerapkan mediasi tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.?®
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat
bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas yang
professional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat
penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana ata fasilitas
tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang
seharusnya dengan peraturan aktual.*

Sarana atau fasilitas di Pengadilan Tata Usaha Negara tersedia
seperti ruang pemeriksaan persiapan, ruang tamu terbuka, ruang media
center, ruang jurusita, dsb, dapat dilihat pada denah ruangan yang peneliti
lampirkan pada gambar 4.3 dan semua fasilitas yang tersedia di PTUN
Bandar Lampung tersebut tidak digunakan untuk mediasi.*

Pengadilan Tata Usaha Negara memungkinkan mengadakan fasilitas
untuk melaksanakan mediasi jika sudah ada aturan tertulis yang dijelaskan

secara jelas adanya mediasi di PTUN, maka jika sudah ada tindak lanjut dari

# Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas
PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.

%0 Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 5.

1 PTUN Bandar Lampung, Observasi Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar
Lampung, 11 Juni 2021.
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PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut mengenai mediasi, setelah itu maka

akan diadakan oleh PTUN Bandar Lampung untuk fasilitas dan sarana.

Gambar 4.3
Denah Geduna depan lantai dasar PTUN Bandar Lampuna
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4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat, yaitu kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan
perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat
kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat
terhadap hukum. Bila suatu aturan perundang-undangan telah diundangkan
dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis
peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa
setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang
tersebut, namun asumsi tersebut tidaklah seperti demikian.*

Pengetahuan masyarakat atau pihak yang bersengketa terhadap pasal
2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, jika diketahui adanya maka dapat dibuat ukuran kepatuhan
masyrakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya peraturan
perundang-undangan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan mewawancarai masyarakat atau disebut para pihak yang bersengketa
akan tetapi diwakilkan oleh kuasa hukum, sehingga peneliti mewawancari
Posbakum di PTUN Bandar Lampung.

Muhammad Saputra, S.H menyatakan bahwa masyarakat ataupun
pihak yang bersengketa tidak mengetahui mengenai isi dalam pasal 2 ayat
(2) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

karena yang para pihak ketahui PTUN tidak terdapat pelaksanaan mediasi

2 Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertaniah (Tanah Kering) di Desa
Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” Diponogoro Law Journal Vol 6 No 2 (2017): 6.
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sehingga adapun perdamaian melalui mediasi tersebut dilakukan di luar
pengadilan.*® Dari data primer tersebut dapat ditarik makna bahwa
pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak efektif, sebab tidak dapat diukur sebab pengetahuan
tentang keberadaan PERMA No 1 Tahun 2016 dari masyarakat atau para
pihak.
5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusi
dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan
sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian
kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan
peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.*

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut
merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Disamping
itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari
golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan
wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku

secara efektif. Salah satu faktor penentu efektivitas PERMA No 1 Tahun

¥ Muhammad Saputra, S.H Posbakum PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang
Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 1 Juli 2021.

% Ayu Novita, Basuki Prasetyo, dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertaniah (Tanah Kering) di Desa Bringin,
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” 6.
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2016 adalah PERMA tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi
dasar dari hukum adat.®

Nilai tersebut yaitu nilai perdamaian, yaitu penyelesaian dengan
pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya)
masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.
Sebagaimana tertuang pula pada sila keempat pada pancasila, yaitu di
Indonesia tradisi musyawarah mufakat yang berasal dari norma kebiasaan
yang berlaku dalam bentuk yang sederhana pada komunitas desa yang kecil
dan terbatas, diangkat menjadi suatu gagasan bangsa setelah terbentuk
negara Indonesia. Tradisi tersebut disesuaikan dengan struktur negara
modern dan diperluas pada wilayah negara yang lebih besar dengan
mempertahankan prinsip-prinsip pokoknya sebagaimana teraktualisasi
dalam pancasila dan UUD 1945 yang menjadi ideologi dan konstitusi
negara Indonesia.*

Kebiasaan para pihak yang bersengketa di PTUN Bandar Lampung
yaitu melakukan musyawarah mufakat ataupun mediasi diluar Pengadilan,
antara pihak penggugat dengan tergugat atau kuasa hukum penggugat dan
kuasa hukum tergugat. Ketika para pihak yang bersengketa tidak melakukan
perdamaian diluar Pengadilan maka para pihak melanjutkan sengketa

tersebut kedalam persidangan.*’

% Ayu Novita, Basuki Prasetyo, dan Suparno, 6-7.

% Herlambang, “Perwujudan Sila Ke Empat Pancasila Setelah Perubahan Undang-Undang
Dasar 1945,” Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 26 No. 2 (Agustus 2017): 61.

¥ Muhammad Saputra, S.H Posbakum PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang
Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.
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Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal
pokok dalam penegakkan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas
penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum hukum tersebut faktor

hukum nya sendiri merupakan titik sentral.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung, mediasi tidak efektif diterapkan di PTUN Bandar Lampung
dikarenakan tidak terdapat aturan khusus mediasi pada PERMA No 1 Tahun
2016 untuk PTUN dan tidak terdapat aturan mediasi dalam Undang-Undang
PTUN.

Peluang untuk PTUN menerapkan mediasi tertutup melalui PERMA No 1
Tahun 2016, disebabkan keseluruhan isi PERMA menyinggung hukum acara
Perdilan Umum dan Peradilan Agama. Hakim mempunyai prinsip bahwa hukum
acara itu kaku (Rigid), tidak memungkinkan adanya improvisasi dan disebabkan
belum adanya tindak lanjut dari MA mengenai peluang pada pasal 2 ayat (2) pada
PERMA No 1 Tahun 2016. Sarana atau fasilitas di PTUN tersedia akan tetapi
semua fasilitas di PTUN tidak digunakan untuk mediasi. Faktor masyarakat
sendiri yaitu masyarakat atau para pihak tidak mengetahui isi dalam pasal 2 ayat
(2) PERMA No 1 Tahun 2016, dan tidak mengetahui adanya mediasi di PTUN.
Kebiasaan yang sering terjadi para pihak melakukan perdamaian atau mediasi di
luar Pengadilan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini untuk pejabat yang berwenang

membuat Undang-Undang yang merupakan DPR RI yaitu perlu dilakukannya

revisi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
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Negara untuk dapat memasukan mediasi sebagai alur penyelesaian sengketa di
PTUN dan Mahkamah Agung untuk dapat mengubah PERMA Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk dapat mencantumkan PTUN
didalam PERMA No 1 Tahun 2016, sehingga prosedur mediasi dapat efektif
berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung.

Sebagai penegak hukum agar dapat mengkritisi PERMA No 1 Tahun
2016 mengenai peluang yang belum terdapat tindak lanjut dari Mahkamah
Agung mengenai hal tersebut. Dalam hal fasilitas sebaiknya diberikan ruangan
khusus tamu agar para pihak dapat membicarakan sengketanya dengan tertutup,
bukan dengan ruangan tamu terbuka yang bisa saja orang lain dapat masuk dan
mendengarkan.

Sebagai kuasa hukum harus aktif mengenai pembaruan hukum, sehingga
dapat mengarahkan masyarakat atau para pihak dengan baik ketika ada
pembaruan hukum. Para pihak tetap menempuh jalur berdamai meskipun harus di
luar Pengadilan untuk mencapai win-win solution, sebelum masuk dalam
persidangan. Mengingat jika sudah memasuki persidangan sampai putusan akhir

maka akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 Ayat (2) mengenai peluang
yang diberikan PERMA untuk Pengadilan di luar Peradilan Umum dan
Peradilan Agama dapat menerapkan mediasi sepanjang dimungkinkan
oleh peraturan perundang-undangan.

2. Mengapa peluang yang diberikan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (2) tidak dimanfaatkan?

3. Apakah memungkinkan untuk PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan diterapkan di Pengadilan Tata Usaha
Negara?

4. Apakah sebab PERMA No. 1 Tahun 2016 tenang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak bisa diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan
sebab PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
bisa diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara?

5. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak terselenggaranya mediasi
di Pengadilan tata Usaha Negara? Bagaimana tinjauan faktor hukum,
faktor penegakkan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor
masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga tidak terselenggaranya
mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara?

6. Apa tantangan dan kendala untuk menerapkan mediasi di Pengadilan Tata

Usaha Negara.



B. Dokumentasi
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

3. Alur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs.

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

Mengetahui,
Pembimbing I Pembimbing II

/

Elfa diana, M.Hum Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19801206 200801 2 010 NIP. 19860619 201801 1 001
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Assalamu'alaikum Wr. Whb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal
07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : DEVI ANES JUNILIA
NPM : 1702010036

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam
rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut,
atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal
07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : DEVI ANES JUNILIA
NPM : 1702010036

Semester . 8 (Delapan)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG. dalam
rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut,
atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal
07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama . DEVI ANES JUNILIA
NPM : 1702010036

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam
rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG”.

Kami mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk terselenggaranya tugas teisebut,
atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
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Perihal :IZIN RESEARCH di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal
07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : DEVI AHES JUNILIA
NPM : 1702010036

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam
rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut,
atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
Wakll Dekan |,
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afoh S.E.Il, M.E.Sy X?%
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Nomor

Lampiran : -
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: IZIN RESEARCH LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal
07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : DEVI ANES JUNILIA
NPM : 1702010036

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa ters=but di
atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam
rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut,
atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demiikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan xerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
Wakll Dekan I,

lll

roh S.E.l, M.E.Sy 7%y
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Perihal :1ZIN RESEARCH di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal
07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama . DEVI ANES JUNILIA
NPM : 1702010036

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan . Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam
rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut,
atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
Wakil Dekan |,
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SURAT TUGAS
Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari*ah Institut Agama Islam Negeri
Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama . DEVI ANES JUNILIA
NPM : 1702010036
Semester . 8 (Delapan)
Jurusan . Hukum Tata Negara Islam
Untuk - 1. Melaksanakan observasi/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, guna

mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan
Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul
“EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini campai
dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat seiempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal :07 Juni 2021

Mengetahui, Wakil Dekan Akademik dan
Pejabat Setempat Kele bagaan,

% A
{Anaing Moraraga S99 {rfoh S.EI, M.E.Sy 7%
N®BRe0 2000101 NIP 19790422 200604 2 002




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
JALAN P. EMIR M. NOER NOMOR 27 . DURIAN PAYUNG
Tel. (0721) 258325 -258320 Fax (0721) 258320
BANDAR LAMPUNG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W1.TUN-4/ SR /HK/6/2021

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan

ini menerangkan bahwa :

No. NAMA NPM
1. | DEVI ANES JUNILIA 1702010036

Telah melakukan penelitian / observasi berkaitan dengan Skripsi
dengan Judul “Efektivitas Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan Di PTUN Bandar Lampung” di Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung pada Tanggal 07 Juni 2021 s/d 11 Juni
2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung &9 Juni 2021

\“‘«»WN £/496202041980121001

e e
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I~  KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Smipmmaun’ UNIT PERPUSTAKAAN

lHl n Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-672/In.28/S/U.1/0T.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HTNI

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702010036

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari
segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

-~ Metro, 05 Juli 2021
7 ~Kepala Perpustakaan

Pe N Y';'\, A I"‘\:“\‘\\",.f':..-‘f
/Dr-As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 -



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

A
Qu? INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH
'" Jalan K1 =zgar Dewantara Kampus 15 A Iringmustyo Metro Timur Kota Metro Lampang 34111
TRO Telepon (C725) 41507 Faesmili (0725} 47296; Websile: www.syariah. metrouniv.ac.id; e-ma¥: syansh en@metroun ac id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)
No.B- 1631 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/.07 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

JenisDokumen : Skripsi

Pembimbing 1 : Elfa Murdiana, M.Hum.

Pembimbing 2 : Muhammad Nasrudin, M.H

Judul . Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(similarity check) menggunakan aplikasi Turnitin, dengan hasil presentase kesamaan : 24%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Juli 2021
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

.‘,jFlirm yah, M.H
“o NIP. 1198501292019031002



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
R o] Telepon (0726) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.isin@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VIII/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing 1 Bimbingan yang dibicarakan Tangan

502"% o ﬂ}r
/ ? L“@'V‘"%MOMAM

Pembimbing I Mahagiswa

Elfa Murdiana, M.Hum Devi Anes Junilia
NIP, 198012062008012010 NPM. 1702010036




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

N
H

ETRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac,id; e-mail: syariahdaln@metrouniv.ac.id

FAKULTAS SYARIAH
I Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
™M
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM :1702010036 Semester/TA . V'H.'UZOZ_!R
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I Bimbingan yang dibicarakan Tangan

ﬂm[&w

Pembimbing I Mahasiswa

Elfa Murdiana, M.Hum Devi Anes Junilia
NIP. 198012062008012010 NPM. 1702010036




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
IH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariahjain@metrouniv.ac.id
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM :1702010036 Semester/TA : VII/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I Bimbingan yang dibicarakan Tangan

B R

| vt AgD .

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
IH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metvo Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website; www.syariah. metrouniv.ac.id; ewnail; syariahdainf@metrouniv. ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VIII/2021 B
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I Bimbingan yang dibicarakan Tangan
Pt

e | e Outtr

/

Pembimbing I Mahasiswa

/ Devi Anes Junilia
NIP. 198012062008012010 NPM, 1702010036




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

: m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
—-. FAKULTAS SYARIAH
IFI Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
TRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mall: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VITI/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I Bimbingan yang dibicarakan Tangan

| |Sesa
06 oxprit
Lo

L S tminca
s

Pembimbing | Mahasiswa

)
i _
Elfa Murdiafa, M.Hum_ Devi Anes Junilia
NIP. 198012062008012010 NPM. 1702010036




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www. metrouniv.ac.id: e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

it KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IR

METRO

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Anes Junilia Fakultas / Jurusan 'SYARIAH/ HTN
NPM : 1702010036 Semester / TA : VIII/ 2021
Hari / s e o Tanda
No Tanggal Pembimbing 4 Hal yang dibicarakan Tangan
- e {Psgry e s 0
0 ™Ma ;
2o 2 A}nfugcom
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2. Tambahkan Ten” eferifia
hitfum
Pembimbing 1 Mabhasiswa Ybs,
Elfa Murdigfia, M.Hum Devi Anes Junilia

NIP.198012062008012010 NPM.1702010036
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

JI.NWWKmﬁAImmmmmmmwm 11t o
metrofmetrouniv.

Telp.(D725) 41507, faksimili {72547 266; wabeie: wrw, metrouniv.Be.id: e-med: iain

Nama
NPM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

: Devi Anes Junilia
: 1702010036

Fakultas / Jurusan :SYARIAH/ HTN
Semester / TA : VIII/ 2021

No

Hari/
Tanggal

Pembimbing 1

Hal yang dibicarakan

Tanda
Tangan

nclion rejevan SPindal
¢ zﬂll Sefejah  Eag an, Ry van
Aan mq&mf elih e

NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Devi Anes Junilia
NPM.1702010036




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IE] INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
M FAKULTAS SYARIAH

JIn. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi(@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan: SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA  : VI/ 2020
Hari/ Pembimbing 4 Tanda
No Tanggal I Hal yang dibicarakan Tangan
9. |Suun i Merfefiowm  perulorian |
06 Juti goLD Fotws - /{Z‘fﬁqﬂ. f@ﬂdé‘\

Torkart [mplemenbsa” |
FERMA ffﬂ: Presvg

gl
Memii dik. poret 2 |
/Wecfm%a'

S Srgmn -
Reancog 1 6 1)

Pembimbing I Mahasiswa Ybs,

v

D / N Devi Anes Junilia
J1P. 198012062008012010 NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

gl INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
IH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimlli (0725) 47298; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA + VIII/2021
Hari/ Tanda

No | Tanggal Pembimbing I1 Bimbingan yang dibicarakan Tanggan

r/'-"?u b i Lo

A cc g(

-
Pembimbing I1 Mahasiswa
D ( !
Muhamad Nasrudin, M.H Devi Anes Junilia

NIP, 198606192018011001 NPM. 1702010036



i
™M

A

ETRO

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0726) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia - Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VIiil/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing IT Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
¥ AR % 2 ) i )
/ /7,/4 R A T

Pembimbing II

%M

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Takatle, bk fsj

NPM. 1702010036
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Devi Anes Junilia




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
- FAKULTAS SYARIAH
I ' n Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; webs/lte: www.syarlah.metrouniv.ac.ld; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM :1702010036 Semester/TA : VIIN2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I1 Bimbingan yang dibicarakan Tanggan

2
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Pembimbing I1 Mahasiswa
Muhamad Nasrudin, M.H Devi Anes Junilia

NIP. 198606192018011001 NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

= FAKULTAS SYARIAH
|FII n Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mall: syariah.lain@metrouniv.ac.id
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VIII/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal | Pembimbing II Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
D) e }h_?‘n_l (9 g(
o Jen
* Mo
Koo, // e bon,
/
Pembimbing 11 Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H Devi Anes Junilia
NIP. 198606192018011001 NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

I:ﬂ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
' ' Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METROQ Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VIII/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
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Pembimbing II Mahasiswa
Muhamad Nasrudin, M.H Devi Anes Junilia

NIP. 198606192018011001 NPM. 1702010036
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KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.ld; e-mall: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036 Semester/TA : VI11/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing II Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
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Muhamad Nasrudin, M.H

Pembimbing I1

NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia

NPM. 1702010036




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

u INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
IH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM  :1702010036 Semester/TA :VIN2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I1 Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
Pembimbing I1 Mahasiswa
Muhamad Nasrudin, M.H Devi Anes Junilia

NIP. 198606192018011001 NPM. 1702010036
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KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia
1702010036

NPM

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

Semester/TA : VL2021

No

Hari/
Tanggal

Pembimbing II

Bimbingan yang dibicarakan

Tanda
Tanggan
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Muhamad Nasrudin, M.H

Pembimbing I1
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Mahasiswa

Devi Anes Junilia

NIP. 198606192018011001

NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

gl INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
l l Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah,metrouniv.ac.id; e-mall: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 B Semester/TA : VIIN/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing I Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
'Y/.‘/‘l Llow A AU oply ah 3
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Pembimbing 11 Mahasiswa
Muhamad Nasrudin, M.H Devi Anes Junilia

NIP. 198606192018011001 NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

gl INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
: FAKULTAS SYARIAH
HI Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimill (0725) 47286; website: www,syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : V11172021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing 11 Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
/

o

A /w Mee  Hrv /\Am

7

Mahasiswa

I

Muhamad Nasrudih, M.H Devi Anes Junilia
NIP. 198606192018011001 NPM. 1702010036

Pembimbing I1
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KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimill (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036 Semester/TA : VII/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal | Pembimbing II Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
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Pembimbing IT Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H

A

NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A lringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725} 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VIII/2021
Hari/ Tanda
No | Tanggal Pembimbing IT Bimbingan yang dibicarakan Tanggan
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Pembimbing II
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Muhammad Nasrudin, M.H

NIP. 198606192018011001
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Foto 2. Wawancara dengan Bapak Yarwah, S.H,M H
selaku Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Andhy Martuaraja, S.H,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung



Foto 3. Wawancara dengan Ibu Rizki Yustika Putri, S.H,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung

Foto 4. Wawancara dengan Bapak Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, S.H., M.H,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung

Foto 6. Wawancara dengan Bapak Musaddiq, S.H
selaku Panitera PTUN Bandar Lampung



Foto 7. Wawancaradengan Ibu Ida Meriati, S.H.,M.H,
selaku Panitera Muda Perkara PTUN Bandar Lampung
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Foto 8. Wawancara dengan Bapak Viellyson Cartama, SH,
selaku Panitera Pengganti PTUN Bandar Lampung



Foto 9.awancara dengan Bapak Muhammad Saputra, SH,
selaku Posbakum PTUN Bandar Lampung
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